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ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan tentang “Analisis Hukum Islam Atas
Penolakan Itsbat Nikah Poligami Karena Istri Pertama Yang Sudah Meninggal Tidak
Menyetujui (studi atas putusan PA Bondowoso No:1456/Pdt.G/2014/PA Bdw)”. penelitian
ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan. Pertama, Bagaimana pertimbangan hukum
oleh hakim atas penolakan isbat nikah poligami karena istri pertama yang sudah meninggal
tidak menyetujui. Kedua,. Bagaimana analisis hukum Islam atas isbat nikah poligami karena
istri pertama yang sudah meninggal tidak menyetujui, (studi putusan PA Bondowoso No:
1456/Pdt.G/2014 PA Bdw).

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif karena data yang
digunakan dalam penelitian ini, diperoleh dari pihak Hakim Pengadilan Agama Bondowoso
melalui proses dokumetasi dan interview. Sumber data dari penelitian ini ada dua yaitu
sumber primer dan sekunder. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan
menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa ; pertama. Majelis
hakim menolak permohonan itsbat nikah poligami, yang istrinya sudah meninggal itu
dengan pertimbangan Pemohon I masih terikat pernikahan dengan (istri pertama), oleh
karena itu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II melanggar Pasal 9 Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974.. Kedua, Berdasarkan hukum Islam pertimbangan majelis hakim
berbeda karena islam tidak melarang seorang untuk menikah lagi meskipun tanpa adanya
persetujuan istri pertama (terlebih lagi istri yang pertama sudah meninggal). sedangkan
menurut hukum positif pertimbangan majelis hakim tersebut telah merujuk ke Pasal 9
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan: “Seorang yang masih terikat tali
perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali ada izin dari istri/ istri, pasal 5
(a) .

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:
1).Ketika akan menolak atau menjatuhkan putusan itsbat nikah poligami, hendaknya hakim
melihat mudharat yg akan timbul dikemudian hari. 2)Seharusnya masyarakat jangan
melakukan pernikahan dibawah tangan karena mudharatnya sangat besar bagi para
pelakunya. Serta tidak punya kekuatan hukum atau payung hukum untuk melindunginya.
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1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar  Belakang Masalah

Perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup

bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan

membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi,

tentram dan bahagia.1

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (pasal 1), perkawinan itu

ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang

bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbanganya

ialah sebagai negara yang berdasarkan pancasila di mana sila yang

pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai

hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan

bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga

mempunyai peranan yang penting.2

Allah SWT telah mensyariatkan perkawinan dengan tujuan agar tercipta

hubungan yang harmonis dan batasan-batasan hubungan mereka. Tidak

mungkin bagi seorang wanita untuk merasa tidak butuh kepada seorang

suami yang mendampinginya secara sah meskipun dia memiliki kedudukan

1 Idris Ramulyo, hukum perkawinan islam, (Jakarta: Bumi Aksara 1999), 2.
2 Ibid...3.
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yang tinggi, harta melimpah ruah atau intelektualitas yang tinggi. Begitu

juga seorang laki-laki tidak mungkin merasa tidak membutuhkan seorang

istri yang mendampingnya.3

Allah menciptakan makhluk di muka bumi ini dalam keadaan berpasang-

pasangan, ada laki-laki dan perempuan, ada jantan dan betina, ada siang dan

malam serta ada baik dan buruk. Pasangan laki-laki dan perempuan memiliki

rasa saling  tertarik  yang  akhirnya  menuju  pada suatu  ikatan  perkawinan

dan bisa menghasilkan keturunan  serta  hidup dalam kedamaian sesuai

dengan perintah Allah Swt. dan petunjuk dari Rasul-Nya.4 Allah Swt

berfirman

                     
                  

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan
isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki
dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan
(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan
(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan
mengawasi kamu”5

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan

ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

3 Musfir Aj-Jahroni, Poligami Menurut Hukum Islam, (Jakarta: Gema Insani Press 2002), 13.
4 Musfir Al-Jahmi, Poligami dari Berbagai Persepsi, (Jakarta: Gema Insansi Press, 1997), 66.
5 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahan, (Bandung:
Dipenegoro), 77
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dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. 6 Pasca lahirnya UU No.

1 Tahun 1974, telah terjadi pergeseran mengenai segi keabsahan suatu

perkawinan yang semula diatur oleh hukum Islam. Perkawinan dalam

Undang-undang No 1 Tahun 1974 baru dianggap sah apabila telah memenuhi

ketentuan hukum agama dan ketentuan hukum negara. Ketentuan hukum

agama adalah perkawinan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sah

perkawinan. Sedangkan ketentuan hukum negara yang dimaksud adalah

bahwa perkawinan harus dilakukan di depan pegawai pencatat Nikah (PPN).

Dengan kata lain perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi

persyaratan esensial dan persyaratan formil dalam hukum tertulis.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut

asas-asas sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga)

yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Perkawinan dianggap sah kalau dilakukan menurut hukum masing-masing

Agama dan kepercayaanya, dan selanjutnya dicatat menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

3. Perkawinan berasas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang

bersangkutan mengizinkanya, seorang suami dapat beristri lebih dari

seorang istri, akan tetapi hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai

persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

6 Kompilasi Hukum Islam dilengkapi dengan Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974, (Tim
Permata Press), 78.
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4. Calon suami istri harus sudah matang jiwa raganya untuk melangsungkan

perkawinan.

5. Batas umur perkawinan adalah bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16

tahun.

6. Perceraian dipersulit dan harus dilakukan di muka pengadilan.

7. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.7

Itsbat nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri

yang telah menikah secara sah menurut hukum agama untuk mendapatkan

pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh

keduanya sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga

pernikahannya tersebut berkekuatan hukum. Cukup banyak masyarakat yang

mengajukan itsbat nikah, yaitu permohonan pengesahan nikah yang

diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sah-nya pernikahan dan

memiliki kekuatan hukum. Pernikahan siri oleh masyarakat umum

sering diartikan sebagai berikut:8

1. Pernikahan tanpa wali. Pernikahan ini dilakukan secara rahasia

(siri), dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju atau karena

menganggap absah pernikahan tanpa wali atau hanya karena ingin

memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-

ketentuan syariat.

7 C.S.T Cansil, Pengantar Ilmu Hukum dan TataHukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989),
226.
8 Muhammad Quraish Shihab, 1001 Soal KeIslaman Yang Patut Anda Ketahui, (Jakarta: Lentera
Hati,2010), 557-558.
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2. Pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan

dalam lembaga pencatatan negara.

Sedangkan faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya

pernikahan siri antara lain:9

1. Nikah siri dilakukan karena hubungan yang tidak direstui oleh

orangtua kedua belah pihak atau salah satu pihak.

2. Nikah siri dilakukan karena adanya hubungan terlarang, misalnya

salah satu atau kedua belah pihak sebelumnya pernah menikah secara

resmi dan telah mempunyai istri dan anak yang resmi, tetapi ingin

menikah lagi dengan orang lain.

3. Nikah siri dilakukan dengan dalih menghindari dosa karena zina.

4. Nikah siri dilakukan karena pasangan merasa belum siap secara

materi dan secara sosial.

Adapun prosedur dan syarat pengajuan isbat nikah sebagai

berikut:

1.  Suami dan/atau istri, janda atau duda, anak-anak, wali nikah dan

pihak yang berkepentingan dengan pernikahan itu sebagai Pemohon,

mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan;

2.  Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal

Pemohon;

3.  Permohonan harus memuat:

a)  Identitas pihak (Pemohon/para Pemohon).

9 Abdul Djalil, Fiqh Rakyat; Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan, (Yogyakarta: LKIS, 2000), 289.
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b) Posita (yaitu: alasan-alasan/dalil yang mendasari diajukann ya

permohonan).

c)  Petitum (yaitu hal yang dimohon putusannya dari Pengadilan)10

Di Bondowoso ada permohonan itsbat nikah poligami yang ditolak

oleh Pengadilan Agama Bondowoso. pertanyaanya mengapa permohonan

tersebut ditolak? Apa pertimbangan hukum Pengadilan Agama menolak

permohonan tersebut? Selanjutnya penyusun tertarik terhadap satu

permohonan isbat nikah poligami yang ditolak yang diajukan kepada

Pengadilan Agama Bondowoso pada tahun 2014, terdaftar nomor

1456/Pdt.G/2014/PA. Bdw. Dengan judul “Analisis hukum islam atas

penolakan itsbat nikah poligami karena istri pertama yg sudah meninggal

tidak menyetujui” Penyusun melakukan penelitian dan analisa yang lebih

mendalam terkait putusan tersebut, dasar hukum dan pertimbangan majelis

hakim serta pandangan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku

dalam menilai dasar hukum putusan tersebut menjadi obyek penelitian

penyusun.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan masalah

1. Identifikasi masalah

Judul skripsi “Analisis Yuridis dan Hukum Islam atas Penolakan

Itsbat Nikah Poligami Karena Istri Pertama Yang Sudah Meninggal Tidak

10 Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006),
76.
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7

Menyetujui” dari latar belakang masalah ini, identifikasi masalah

diantaranya:

a. Bagaimana poligami yang dilakukan oleh mereka?

b. Sejak kapan poligami tersebut mereka lakukan?

c. Mengapa poligami yang mereka lakukan tidak dicatatkan?

d. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim sehingga menolak

permohonan itsbat nikah tersebut?

e. Bagaimana analisis yuridis dan hukum islam atas penolakan

permohonan itsbat nikah tersebut?

2. Batasan masalah

Untuk menghindari munculnya barbagai permasalahan diluar

pembahasan skripsi ini, maka penulis memberikan batasan masalah

sebagai berikut:

a. Pertimbangan hukum hakim atas penolakan isbat nikah poligami

karena istri pertama yang sudah meninggal tidak menyetuji

b. Analisis hukum Islam atas penolakan isbat nikah poligami karena

istri pertama yang sudah meninggal tidak menyetujui

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat diketahui bahwa pokok yang ingin

penulis kaji adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim atas penolakan itsbat

nikah poligami karena istri pertama yang sudah meninggal tidak

menyetujui?
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2. Bagaimana analisis hukum Islam atas isbat nikah poligami karena istri

pertama yang sudah meninggal tidak menyetujui?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau

penelitian yang pernah dilakukakn seputar permasalahan yang akan diteliti.

Kajian pustaka dilakukan untuk menegaskan bahwa kajian penelitian yang

ditulis sama sekali bukan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau

penelitian sebelumnya, berikut data yang berhasil diperoleh terkait penelitian

terdahulu.11

Kajian pustaka digunakan untuk menguji keabsahan suatu penelitian

karena dikawatirkan penelitian ini sudah ada yang membahasnya atau belum,

berdasarkan penelusuran karya ilmiah yang penulis lakukan ada beberapa

karya ilmiah yang membahas itsbat nikah diantaranya adalah:

1. Skripsi Mohammad Roqib Roqib  (Mahasiswa  UIN  Sunan  Ampel

Surabaya 2015), dengan judul “Analisa Hukum Islam Terhadap Penolakan

isbat nikah Siri bagi suami yang sudah beristri dan anak (Studi putusan

Pengadilan Agama Nganjuk Nomor: 1339/Pdt.G/2013/PA.Ngj)”,

membahas bagaimana dasar pertimbangan hukum penolakan hakim

terhadap ithbat nikah siri bagi suami yang sudah beristri dan anak, hasil

yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini, bahwa pertimbangan dan

dasar  hukum  yang  digunakan  hakim dalam  menetapkan  perkara itsbat

nikah ialah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum

11 Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk dan Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya:
UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016)
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Islam. Dengan demikian hakim menolak permohonan itsbat nikah karena

pada kasus ini menurut majlis hakim tergolong perkara poligami.

Pertimbangan  hukum  yang  digunakan  hakim  hanya  bertendensi  pada

aspek yuridis semata tanpa mempertimbangkan maqasid al-shari‘ah

maksud yang terkandung yaitu kemaslahatan umat manusia.12

2. Penelitian yang dilakukan oleh Asa Maulida Sulha mahasiswi STAIN

Salatiga, 2012  ditulis dalam skripsi   “ Pelaksanan Isbat Nikah Pasca

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”

Dalam skripsi ini membahas tentang fungsi dan pentingnya  isbat nikah

pasca berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga untuk

mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan

permohonan isbat nikah. Berdasarkan hasil penelitian, faktor pendorong

masyarakat Salatiga melakukan isbat nikah adalah karena buku akta

nikahnya hilang. Sedangkan pelaksanaan isbat nikah di PA Salatiga

jarang terjadi, hanya tujuh permohonan yang  diajukan dari  tahun 2009-

2011. Dan dalam  memutus  permohonan isbat nikah,   pertimbangan

hakim   sesuai   ketentuan   perundangan-undangan   yang berlaku, yaitu

UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).13

3. Skripsi Nur Farida Aliyah Wardani tentang “Analisis yuridis terhadap

pandangan hakim Pengadilan dijawa Timur tentang Status Istri dan Anak

12 Mohammad Roqib, Analisis Hukum Islam terhadap penolakan Isbat Nikah Siri bagi Suami yang
Sudah beristri Studi Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor:1339/Pdt.G.2013/PA.Ngj,
(Skripsi- UIN-Sunan Ampel-Surabaya, 2015).
13 Asa Maulida Sulhah, Pelaksanaan Isbat Nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan studi kasus di pengadilan agama salatiga tahun 2009-
2011,(skripsi-STAIN-salatiga, 2013).
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Pasca Penolakan Perkara Isbat Nikah Poligami”  dalam skripsi ini

menerangan tentang status istri dan anak pasca penolakan isbat nikah

poligami tersebut menggunakan Undang- undang Nomor 1 Th.1974

tentang perkawinan, berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Th.1974 Pasal

43 ayat (1) anak yang  dilahirkan  diluar  perkawinan  hanya mempunyai

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam Kompilasi

Hukum Islam Pasal 56 suami yang hendak beristri lebih dari seorang

harus mendapat izin dari Pengadilan Agama,jika  tanpa   izin   dari

Pengadilan  Agama  maka perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua,

ketiga, keempat, tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam Peraturan

Pemerintah R.I Nomor 45 Th.1990 tentang perubahan atas PP Nomor 10

Th.1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri

Sipil, perkawinaan dan perceraian yang dilakukan oleh PNS harus

mendapat izin dari atasan sesuai hirarki instansi.14

4. Skripsi Nur Afifah yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Putusan

Pengadilan Agama Jombang tentang Status Anak dari pembatalan

perkawinan Nomor 1433/pdt.G/2008/PA.Jbg”. Pembahasan dalam

penelitian ini adalah pembatalan perkawinan terjadi karena istri dan

anaknya masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain. Oleh karena itu

Pengadilan Agama membatalkan perkawinan tersebut dengan bukti-bukti

otentik yang sudah diperiksa oleh para Hakim. Adapun tentang status

14 Nur Farida Aliyah Wardani, Analisis Yuridis Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan di Jawa
Timur Tentang Status Istri dan Anak Pasca penolakan Isbat Nikah poligami, (skripsi-UIN Sunan
Ampel, Surabaya,2017)
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hukum anak dari pembatalan perkawinan menurut Undang-undang

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

bahwa anak tersebut tetap dinasabkan kepada kedua orang tuanya karena

hukum tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan

yang dibatalkan tersebut.15

Dari pemahaman  kajian skripsi terdahulu maka penulis memberi

judul “Analisis Hukum Islam atas Penolakan Isbat Nikah Poligami

karena Istri Pertama yang Sudah Meninggal Tidak Menyetujui” berbeda

dg kajian skripsi terdahulu karena skripsi yang akan penulis teliti adalah

undang-undang yang berlaku serta KHI (kompilasi hukum islam) dan

juga hukum Islam secara mendalam.

E. Tujuan Penelitian

Selanjutnya penelitian skripsi ini bertujuan untuk memenuhi tugas

akademik guna memperoleh gelar sarjana dalam fakultas syariah dan hukum,

juga didorong oleh beberapa tujuan penelitian yang berkaitan dengan isi

rumusan masalah diatas, antara lain:

1. Untuk mengetahui dasar hukum hakim dalam mempertimbangkan dan

memutuskan, serta memberi gambaran yang jelas dan pemahaman yang

mendalam tentang pertimbangan hakim dan dasar hukum hakim

15 Nur Afifah, Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jombang tentang Status Anak
dan pembatalanPerkawinan Nomor.1433/pdt.G/2008/PA.Jbg,(Skripsi-IAIN Sunan Ampel,
Surabaya,2009)
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menolak permohonan itsbat nikah poligami karena istri yang pertama

meninggal tidak menyetujui.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan analisis hukum Islam terhadap

pertimbangan hakim menolak permohonan itsbat nikah poligami.

F.  Kegunaan Hasil Penelitian

Untuk  memberikan hasil penelitian  yang  berguna,  serta diharapkan

mampu menjadi dasar secara keseluruhan untuk dijadikan pedoman bagi

pelaksanaan secara teoritis maupun praktis, maka peneliti ini sekiranya

bermanfaat diantaranya:

1. Kegunaan secara teori yaitu memperkaya khazanah keilmuan, dapat

dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan khususnya

dalam masalah itsbat nikah poligami.

2. Secara praktis,  penelitian  ini diharapkan dapat menjadi  pedoman

bagi pelaku poligami dan pengetahuan hukum bagi yang

membutuhan.

G. Definisi Operasional

Agar memudahkan pemahaman dan tidak menimbulkan banyak penafsiran

bagi para pembaca maka penulis perlu untuk mengemukakan atau mendefinisikan

beberapa istilah yang menjadi variabel ataupun konsep dalam penelitian ini.16

Istilah-istilah yang terkait dalam masalah tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Hukum Islam: adalah hukum yang bersumber dari Al-quran, Al-hadits dan

pendapat Ulama’.

16 Andi Prastowo, Memahahi Metode-Metode Penelitian, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2011), 115
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2. Pertimbangan Hukum oleh Hakim: adalah pertimbangan hukum oleh hakim

dalam memutus perkara isbat nikah poligami karena istri pertama yang sudah

meninggal tidak menyetujui.

3. Itsbat Nikah : Penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.17 Sebuah

proses  permohonan  pengesahan  nikah poligami  yang  telah  dilakukan

secara  siri  dan  diajukan  ke  pengadilan agama untuk dinyatakan sah-nya

sebagai bukti keabsahan pernikahan yang telah dilakukan dan memiliki

kekuatan hukum.

4. Poligami: Seorang suami yang melakukan perkawinan lebih dari satu.18

5. Maslahah Mursalah : beberapa  sifat yang sejalan dengan tindakan  dan

tujuan  syar’i,  tapi tidak  ada  dalil tertentu  dari  shara’ yang membenarkan

atau membatalkan, dengan ditetapkan hukum padanya akan tercapai

kemaslahatan dan tertolak kerusakan dari manusia.

H. Metode Penelitian

Penelitian   ini   merupakan   penelitian   lapangan,   yaitu   data   yang

dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta yang berkaitan

langsung dan tidak langsung dengan pertimbangan hakim pengadilan agama di

Bondowoso tentang penolakan itsbat nikah poligami karena istri pertama yang

sudah meninggal tidak menyetujui. Dalam  pengumpulan  bahan/data  penyusun

skripsi ini agar mengandung suatu kebenaran yang objektif, penulis

menggunakan metode penelitian kualitatif.

17 Tim Penyusun Balai Pustaka, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991),388.
18 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: Liberty, 1997), 75.
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1.   Data yang dikumpulkan

Sesuai rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, agar dalam

pembahasan skripsi ini nantinya bisa dipertanggung jawabkan tentang

kualitas  mutunya  maka  penulis membutuhkan  data  sebagai berikut:

a. Data yang terkait alasan hukum oleh hakim pengadilan Bondowoso atas

penolakan itsbat nikah poligami karena istri yang pertama sudah

meninggal tidak menyetujui.

b. Data yang terkait dasar hukum oleh hakim atas penolakan itsbat nikah

poligami karena istri yang pertama sudah meninggal tidak menyetujui.

2  Sumber Data

Sumber  data  dalam  penelitian  adalah  subjek  dari  mana  data

tersebut dapat diperoleh. Dari data yang akan dikumpulkan di atas, maka

sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan

sumber data sekunder.

a. Sumber  Primer

1. Hakim Pengadilan Agama Bondowoso.

2. Putusan Pengadilan Agama Bondowoso dengan nomor perkara:

1456/Pdt.G/2014/PA Bdw.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang

memuat informasi tentang permasalahan yang akan dikupas dalam
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penelitian ini. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian

ini antara lain Kitab Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Webside pengadilan agama Bondowoso, Kompilasi Hukum Islam

(KHI), dan buku-buku tentang itsbat nikah, poligami dan siri

yang relevan dan memiliki keterkaitan secara konseptual dan

substansional yang dapat melengkapi sumber data primer, serta

dokumen dan arsip.

3. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara (interview), yaitu teknik memperoleh data dengan tanya

jawab langsung secara lisan dengan Hakim-hakim Pengadilan

Agama Bondowoso. Wawancara ini dilakukan dengan pokok

pertanyaan yang telah disiapkan kemudian dilanjutkan dengan variasi

wawancara yaitu pengembangan dari wawancara guna memperoleh

data yang diperlukan yaitu memperoleh data dengan menelusuri dan

memperoleh dokumen yang berupa buku- buku yang relevan

dengan penolakan perkara isbat nikah poligami karena istri pertama

yang sudah meninggal tidak menyetujui.

b. Dokumentasi (document) yaitu memperoleh data dengan membaca

dan menganalisa dokumen yang berupa kitab  Undang-undang, buku

yang relevan dengan penolakan perkara istbat nikah poligami.
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4. Teknik analisis data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

deskriptif analisis, yaitu metode yang menggambarkan dan menjelaskan data

secara rinci dan sistematis sehingga diperoleh pendalaman yang mendalam dan

menyeluruh. Kemudian menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menganalisis

data yang bertitik tolak dari yang bersifat umum ke khusus.

I.  Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini agar lebih mudah dipahami dan terperinci

pembahasan, maka dibuat sistematika penyusunan skripsi ini menjadi lima bab.

Masing-masing membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab,

antara satu bab dengan bab yang lain saling berhubungan dan terkait. Adapun

beberapa bab diantaranya sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang

Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka,

Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Opreasional, Metode Penelitian

dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua berisi tentang landasan Teori tentang Istbat Nikah, pengertian,

prosedur, syarat-syarat, serta sebab-sebab itsbat nikah. Hukum Islam pengertian

syarat dan dasar hukum, Pencatatan Perkawinan tentang pengertian dan tujuan

Poligami, dan pengertian dan tujuan Maslahah Mursalah.
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Bab ketiga meliputi letak georgrafis, wilayah yuridiksi, dan putusan no

1456/Pdt.G/2014/Bdw. Serta pertimbangan hakim tentang penolakan Itsbat Nikah

Poligami karena istri yang pertama sudah meninggal tidak menyetujui.

Bab keempat yang membahas kajian hukum Islam terhadap pertimbangan Hakim

pengadilan Bondowoso  tentang penolakan perkara itsbat nikah poligami karena

istri pertama yang sudah meninggal tidak menyetujui dan Solusi serta akibat hukum

yang ditimbulkan.

Bab kelima berisi kesimpulan dan saran.
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BAB II

KONSEP ITSBAT NIKAH POLIGAMI DAN MASLAHAH DALAM ISLAM

A. Itsbat Nikah

1. Pengertian itsbat nikah

Kata itsbat berarti penetapan, penyungguhan, penentuan.

Mengisbatkan artinya menyungguhkan, menentukan, menetapkan

(kebenaran sesuatu).1 Sedangkan nikah menurut fiqih secara bahasa

adalah bersenggama atau bercampur.2 Para  ulama  ahli  fiqih  berbeda

pendapat  tentang  makna  nikah, namun secara keseluruhan dapat

disimpulkan bahwa nikah menurut ahli fiqih berarti akad nikah yang

ditetapkan oleh syara’ bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan

bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri serta seluruh

tubuhnya.3 Sedang nikah menurut hukum positif yaitu ikatan  lahir

batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai suami

isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia

dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.4

Pada dasarnya itsbat nikah adalah penetapan atas perkawinan

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah

1 Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. Ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka,
1990),339.
2 Djamaan Nur, Fiqh Munakahat, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), 1.
3 Ibid., 2.
4 Kompilasi Hukum Islam, ( Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 80.
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terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang

terjadi pada masa lampau ini belum atau bahkan tidak  dicatatkan

ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor

Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).5

Itsbat  (penetapan)  merupakan  produk Pengadilan Agama, dalam

arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan di istilahkan  dengan

perkara Voluntair. Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya

karena, di dalam perkara ini  hanya ada  pemohon, yang memohon

untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah. Perkara

voluntair   adalah   perkara   yang   sifatnya   permohonan   dan

didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada

dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali

kepentingan Undang-undang menghendaki demikian. Perkara voluntair

yang diajukan ke Pengadilan Agama seperti:

a.   Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu

untuk melakukan tindakan hukum;

b.   Penetapan pengangkatan wali;

c.   Penetapan pengangkatan anak;

d.   Penetapan nikah (itsbat nikah);

e.   Penetapan wali adhal.

5 Burhanuddin, Nikah Siri Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri, (Jakarta: Media
Pressindo, 2015), 1.
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2. Prosedur Isbat Nikah

Prosedur permohonan its|ba>t nikah sama halnya

dengan prosedur yang digunakan dalam   mengajukan

perkara perdata. Adapun prosedur yang harus ditempuh

oleh pemohon its|ba>t nikah antara lain:

1. Pemohon ist|ba>t nikah datang sendiri kepada Pengadilan

Agama dengan membawa surat permohonan its|ba>t nikah

untuk didaftarkan kepada panitera Pengadilan Agama,

yang disertai alasan-alasan serta bukti surat dan  saksi-

saksi,agar pihak pengadilan mengabulkan permohonannya.

2. Setelah perkara tersebut diterima oleh pihak

Pengadilan, selanjutnya pihak Pengadilan akan

menentukan hakim yang akan mengadili perkara

tersebut, proses selanjutnya penetapan hari sidang.

3. Pada tahap pelaksanaan sidang,   majlis hakim akan

meminta keterangan kepada pemohon tentang

alasannya mengajukan itsbat nikah.

4. Mejelis hakim setelah mendengar keterangan yang

didapat maka selanjutnya hakim akan memberi

pertimbangan dan nasihat-nasihat kepada para

pemohon.
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5. Setelah semua nasehat dan pertimbangan keputusan

tentang perkara tersebut apakah dikabulkan atau

ditolak.6

Berkas-berkas yang perlu disiapkan untuk prosedur itsbat nikah

ke pengadilan adalah sebagai berikut:

a) Menyerahkan surat permohonan itsbat nikah kepada

pengadilan agama setempat.

b) Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA)

setempat  yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut

belum dicatatkan.

c) Surat keterangan dari kepala desa/lurah yang menerangkan

bahwa pemohon telah menikah.

d) Fotokopi KTP pemohon isbat nikah.

e) Membayar biaya perkara.

f) Lain-lain yang akan ditentukan Hakim dalam persidangan.7

3. Syarat- Syarat Itsbat Nikah

Tentang syarat itsbat nikah ini tidak dijelaskan dalam kitab fikih

klasik maupun kontemporer. Akan tetapi  syarat isbat  nikah ini dapat

dianalogikan dengan syarat pernikahan. Hal ini karena itsbat nikah

(penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan  suatu  perkawinan

yang  telah  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  terdapat

6 Musthofa, Kepaniteraan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2005), 56.
7 Depag RI, Bahan Penyuluhan Hukum, “UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU
Nomor.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Inpres No.1/1991 tentang kompilasi hukum islam”
(direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), 167.
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dalam syariat Islam. Bahwa perkawinan ini telah dilakukan dengan

sah yaitu telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah tetapi pernikahan

ini belum dicatatkan  ke pejabat  yang berwenang yaitu  Pegawai

Pencatat  Nikah (PPN).8Dengan demikian pernikahan tersebut hanya

sah  berdasarkan syariat Islam namun  belum  sah  berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

Oleh  karena  syarat-syarat itsbat nikah  sama  seperti  syarat-

syarat perkawinan, maka syarat-syarat itsbat nikah adalah sebagai

berikut:9

a.    Calon Suami

b.    Calon Istri

c. Wali Nikah

d.    Dua Orang Saksi

e.    Akad

4. Sebab-Sebab Itsbat Nikah

Ketentuan mengenai faktor-faktor penyebab pernikahan

yang diajukan istbatnya kepada Pengadilan Agama, sesuai dengan

pasal 7 ayat (3) KHI yang berbunyi: itsbat nikah yang dapat

diajukan kepada Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal

yang berkenaan dengan;

8 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 71.
9 Sa’id bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam),
Terjemahan oleh Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67.
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a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
b. Hilangnya akta nikah
c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu

syarat perkawinan.
d.   Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974
e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak

mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974.

Selain kelima diatas, Pernikahanya tidak dapat diajukan

pengesahannya karena peraturan perundang-undangan telah mengatur

sedemikian rupa.10

B. Poligami

1. Pengertian Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani, polus yang artinya

banyak dan gamein yang  artinya  kawin.  Jadi  poligami  adalah

kawin  banyak  artinya seorang pria mempunyai beberapa orang

istri pada waktu yang bersamaan. Dalam bahasa Arab, poligami

disebut ta‘dil al-zawjat (berbilang pasangan), sedangkan dalam

bahasa Indonesia disebut pemaduan.11

Poligami  menurut  kamus  hukum berarti  perkawinan  seorang

laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan. Dengan demikian yang

dimaksud poligami  disini  adalah  ikatan  perkawinan  sah  antara

seorang  laki-laki dengan lebih seorang perempuan dalam waktu yang

bersamaan.12

10 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,15-16.
11 Mutada Mutahhari, Hak-hak Wanita dalam Islam, (Jakarta:Lentera, 1995), 206
12 Titik Triwulan Tutik dan Trianto, Poligami Perspektif Perikatan Nikah, (Jakarta: Prestasi
Pustaka,2007), 13-14.
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Poligami dalam pembedaan bahasa Indonesia, kata poligami

bermakna sama dengan poligami dan permaduan yaitu perkawinan antara

satu orang suami dengan dua orang istri atau lebih.13 Poligami menurut

kamus besar bahasa Indonesia adalah ikatan perkawinan yang salah satu

pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu

yang bersamaan.14 Kata tersebut mencakup poligami yakni sistem

perkawinan yang membolehkan seorang pria mengawini beberapa wanita

dalam waktu yang sama. Kebalikan poligami adalah monogamy, yaitu

ikatan perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri

pada jangka waktu tertentu. Istilah lainya monogamy yaitu prinsip bahwa

suami hanya mempunyai satu istri.15

2. Dasar Hukum Poligami

a. Menurut istilah dan bahasa

Menurut hukum asalnya poligami adalah mubah (boleh).16

Allah SWT membolehkan berpoligami sampai empat orang istri

dengan berlaku adil terhadap mereka, dikalangan fuqaha’ dan ulama

modern berbeda-beda dalam menafsirkan tentang hukum poligami.

Allah SWT berfirman dalam Al-qu’ran surat an-nisa’ ayat 3 yang

berbunyi :

13 Pius A. Partanto dan M.Dahlan Al-barry, Kamus Ilmiah Populer, (surabaya: Kamus Ilmiah
Populer, 1994), 329.
14 Sudarsono, Kamus Hukum, (jakarta: Rineka cipta, 1986), 169.
15 Musdah Mulia, MA, MPU, Pandangan Islam Tentang Poligami, (Jakarta: Lembaga Kajian
Agama dan Gender, 1999), 2-3.
16 Ibid., 2.
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                      
                          

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap
(hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menawininya), maka
kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau
empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil,
maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.
Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.17

Menurut pandangan Quraisy Shihab ayat diatas tidak mewajibkan

poligami atau menganjurkan, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami

itu hanyalah merupakan sebuah pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh

orang yang amat sangat membutuhkanya dan dengan syarat yang tidak

ringan, dengan demikian, pembahasan tentang poligami dalam pandangan

Al-quran hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal saja atau dari segi baik

dan buruknya, akan tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan

hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi.18

Sayyid Qutub mengatakan bahwa poligami merupakan suatu

perbuatan Rukhsah. Karena merupakan Rukhsah, maka bisa dilakukan

hanya dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini

masih diisyaratkan berbuat adil terhadap istri-istrinya. Keadilan yang

dituntut disini dalam bidang nafkah, mu’amalah, pergaulan, serta

pembagian malam. Sedangkan bagi calon suami yang tidak berbuat adil,

maka diharuskan cukup satu saja.19

17 Departemen Agama RI, Al-quran dan Terjemahnya, (Kudus: Menara Kudus), 78.
18 M. Quraiy Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 410.
19 Sayyid Qutub, Fi Dhilal Al-QU’an, (Dar Al-kutub Al-Ilmiyah, 1961), IV, 236.



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

26

3. Alasan dan Syarat Poligami

a. Alasan poligami

Pada dasarnya seorang pria boleh mempunyai seorang

isteri. Seorang suami yang ingin beristeri lebih dari seorang

dapat diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang

bersangkutan dan Pengadilan Agama telah memberikan

izin (pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun

1974). Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama

diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang Perkawinan

seperti diungkapkan sebagi berikut. Pengadilan Agama

memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri

lebih dari seorang apabila:20

1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri

2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang

tidak dapat disembuhkan;

3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Apabila diperhatikan  alasan memberi izin melakukan poligami

diatas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan

pokok pelaksanaan perkawinan. Yaitu membentuk rumah tangga

yang bahagia dan  kekal  (istilah   KHI  disebut   saki>nah,

mawaddah dan  rah}mah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Apabila tiga alasan yang disebutkan  diatas  menimpa suami istri

20 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia,(Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 4, 2012), 47
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maka dapat  dikatakan  rumah tangga tersebut  tidak mampu

menciptakan  keluarga bahagai(saki>nah, mawaddah dan rah}mah).

b. Syarat poligami

Syariat Islam memperbolehkan  poligami dengan  batasan

sampai empat  orang dan mewajibkan berlaku adil kepada

mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, serta yang

bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya

dengan istri yang miskin,yang berasal dari keturunan  tinggi

dengan yang rendah dari golongan bawah. Bila suami

khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua

hak-hak mereka, maka ia diharamkan berpoligami. Bila yang

sanggup dipenuhinya hanya tiga maka baginya haram

baginya menikahi dengan empat orang. Jika ia hanya

sanggup memenuhi hak dua orang istri maka haram baginya

menikahi tiga orang. Begitu juga kalau ia khawatir berbuat

zalim dengan mengawini dua orang perempuan maka baginya

haram melakukan poligami.21

Syarat poligami, dalam ayat Al-quran juga menerangkan tentang

syarat-syarat melakukan poligami yaitu:

a. Maksimal empat orang

Islam  hanya membolehkan  seorang  laki-laki  melakukan

poligami dengan empat orang istri. Seorang laki-laki/suami

21 Tihami, fiqih munakahat, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 362.
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hanya diperbolehkan menikahi wanita dengan batas maksimal

sampai empat orang istri. Sebab empat orang istri itu sudah

cukup, dan lebih dari itu berarti mengingkari kebaikan yang

disyariatkan oleh Allah Swt., bagi kemaslahatan hidup suami

istri.

Menurut   Imam Hanafi   dan   Imam   Syafii   di   dalam

kitab Bidayatul  Mujtahid  bahwa tidak  boleh menikahi

wanita  lebih dari empat wanita dalam waktu yang

bersamaan.22

b. Adil terhadap istri-istri

Allah Swt., telah memerintahkan lelaki yang ingin

berpoligami agar berlaku adil dengan firmannya :

“...Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat

berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja...” (Q.S4:3)

Maksudnya : jika kamu khawatir tidak dapat perlaku

adil terhadap empat istri, nikahilah tiga saja, jika tidak

mampu, dua saja, dan jika tidak sanggup, nikahilah satu

istri saja atau hamba-hamba sahaya yang kamu miliki.

Tuntutan harus berbuat adil di antara para istri

menurut imam Syafii berhubungan dengan urusan fisik. Akan

halnya keadilan dalam hati, menurut Syafii hanya Allah yang

mengetahuinya, karena itu mustahil   seorang   dapat   berbuat

22 Ibnu Rusyd, Bidayatul Al-mujtahid, (Beirut: Darul Fikr, tt), Jilid 11, 31.
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adil   terhadap   istrinya,   yang diisyaratkan pada surah an-

Nisa’ (4) : 129 adalah yang berhubungan dengan hati. Dengan

demikian, hati memang tidak mungkin berbuat adil.

Sementara keharusan adil yang dituntut apabila seseorang

mempunyai istri lebih dari satu adalah adil dalam bentuk

fisik, yakni dalam perbuatan dan  perkataan.23

c. Seseorang tidak diperbolehkan maju menikah dengan seorang

perempuan atau  lebih jika ia tidak  mampu memberi nafkah

secara berkesenimbungan, karena Rasulullah Saw bersabda:

“Wahai para pemuda, barang siapa telah mampu menikah di

antara kalian maka segeralah menikah, karema ia  lebih dapat

menjaga  pandangan dan kemaluan. Barang siapa  yang  belum

mampu,  hendaklah  berpuasa, karena itu perisai.24

d. Persetujuan dari istri/istri-istri.25

Yang dimaksud dengan adanya persetujuan dari istri/istri-

istri, adalah apabila ada pernyataan baik lisan maupun

tertulis. Apabila pernyataan  itu  secara lisan maka harus

diucapkan di depan sidang pengadilan. Kesulitan

memperoleh istri/istri-istri ialah, bahwa nomaliter tiada

seorang istripun yang suka di madu, sehingga bilmana ada

23 Khoiruddin Nasution, Perdebatan Sekitar Status Poligami, (Mustawa No.I, Vol.1, Maret 2002),
61.
24 Arij Abdurrahman As-Sanah, Memahami Keadilan Dalam Poligami, (Jakarta: PT. Globalmedia
Cipta Publishing), 33.
25 Baca Kompilasi hukum islam pasal 5 huruf (a)
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yang mau memberikan izinnya tiada lain karena dalam

keadaan terpaksa dengan pertimbangan:

a) Ia tidak dapat mencari nafkah sendiri;

b) Karena usia yang sudah cukup tua, tidak ada

harapan lagi untuk kawin lagi dengan orang lain;

c) Tidak ingin pecahnya hubungan keluarga, demi

kepentingan anak-anaknya.

4. Hikmah Poligami

Mengenai hikmah disyraiatkannya  poligami (dalam keadaan

darurat dengan syarat berlaku adil) antara lain sebagai berikut:

a. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang

subur dan isteri yang mandul

b. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa

menceraikan isteri

c. Untuk menyelematkan suami yang hypersex dari

perbuatan zina dan krisis akhlak lain

d. Untuk  menyelamatkan  kaum  wanita  dari  krisis

akhlak yang  tinggal   di  daerah  yang  jumlah

wanitanya lebih banyak dari pada lelakinya.26

26 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat (Jakarta: Kencana , 2006), 136.
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5. Prosedur poligami

Prosedur poligami menurut pasal 40 Peraturan Pemerintah

Nomor. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa apabila seorang

suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia

wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada

Pengadilan Agama. Hal ini diatur lebih lanjut dalam pasal 56,

57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut.27

Pasal 56 KHI:

a. Suami yang berhak beristri lebih dari satu orang harus

mendapat izin dari Pengadilan Agama;

b. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1)

dilakukan menurut tata cara sebagimana diatur dalam bab Bab

VIII Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975

c. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga,

atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak

mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 KHI

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang

akan beristri lebih dari seorang apabila:

a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagia istri;

b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak

dapat disembuhkan;

27 Beni Ahmad Saebeni dan Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam di Indonesia,137.
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c. Isteri tidak dapat melahirkan

Kalau Pengadilan Agama sudah memberikan izin poligami,

kemudian ia memeriksa berdasarkan pasal 57 KHI:

a. Ada atau tidak adanya alasan  yang  memungkinkan

seseorang  suami kawin lagi;

b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan

lisan maupun tulisan, apabila  persetujuan  itu  merupakan

persetujuan  lisan, persetujuan itu harus di ucapkan di

depan sidang Peradilan;

c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin

keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan

memperlihatkan:

1) Surat keterangan mengenai   penghasilan   suami

yang ditanda tangani oleh bendahara tempat

bekerja, atau

2) Surat keterangan pajak penghasilan, atau

3) Surat keterangan lain yang dapat di terima oleh

Pengadilan. Pasal 58 ayat (2) KHI

C. MASLAHAH

1. Definisi Maslahah

Maslahah ( مصلحة ) berasal dari kata salaha ( صلح ) dengan

pernambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik”
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lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah mashdar dengan arti

kata saláh ( صلاح ), yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya

kerusakan.28 Dalam bahasa arab Pengertian Maslahah berarti“

perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”.

artinya  bahwa  segala  sesuatu  yang bermanfaat  bagi manusia,  baik

dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan

atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak

kemudharatan  atau  kerusakan. Seperti kaidah:

جَلْبِ الْمَصَالِحِ دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ 

Artinya : “menolak kemudharatan lebih didahulukan dari pada

memperoleh kemaslahatan”

maslahah dilihat dari segi apakah maslahah itu mendapatkan

legalitas dari shari’ ataukah tidak, terbagi menjadi tiga macam,

maslahah mu’tabarah maslahah mulghah dan maslahah mursalah,

sebagai berikut

a. Mas}lah}ah Mu’tabarah

Mas}lah}ah mu’tabarah adalah mas}lah}ah yang legalitasnya ditunjuk

oleh nas} al-Qur’an ataupun al-Sunnah. Dalam   hal   penjagaan   jiwa

(hifz}u   al-nafs).   Misalnya, merupakan  kemaslahatan  yang  harus

direalisasikan  secara pasti.

28 Amir Syarifudin, Ushul Fiqh jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), 366.
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b. Mas}lah}ah Mulghah

Mas}lah}ah mulghah adalah mas}lah}ah yang legalitasnya ditolak oleh

Allah SWT sebagai syar’i. Dalam artian bahwa sesuatu yang  dilihat

manusia sebagai suatu kemaslahatan, akan tetapi  syar’i membatalkan

kemaslahatan   tersebut melalui penunjukan teks.

c. Mas}lah}ah Mursalah

Mas}lah}ah mursalah:  beberapa sifat yang sejalan dengan tindakan

dan  tujuan  syar’i,  tapi tidak  ada  dalil tertentu  dari  shara’ yang

membenarkan atau membatalkan, dengan  ditetapkan hukum padanya

akan tercapai kemaslahatan dan tertolak kerusakan dari manusia.29

2. Dasar Hukum Maslahah Mursalah

Kehidupan didunia ini akan selalu mengalami pekembangan pesat dari

masa ke masa, perkembangan tidak lepas dari penemuan kasus-kasus yang

tidak diatur nash sehingga perlu alat untuk berhujjah, maslahah mursalah

salah satu metode untuk berhujjah, meskipun banyak berbagai perbedaan

pendapat dalam penggunaannya namun para ulama sepakat dapat diterima

dalam fiqih Islam. Dengan demikian ada beberapa hal yang menguatkan

sebagai   dasar   hukum   untuk   menggunakan   metode   mas}lah}ah

mursalah. Golongan Imam Maliki sebagai pembawa bendera mas}lah}ah

mursalah mempunyai tiga alasan dasar sebagai berikut :

29 Wahbah Zuhaili, Ushul Al-fiqih Al-Islami, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986) , 757.
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a.   Praktek  penggunaan mas}lah}ah  mursalah sudah terjadi  pada era

Sahabat diantaranya yakni sebagai berikut :

1)  Sahabat  yang telah menggunakan mas}lah}ah  mursalah ketika

mengumpulkan al-Quran

2)  ke   dalam  beberapa   mus}haf,   dalam   hal   ini   pada   masa

Rasulullah saw tidak pernah melakukan hal ini, alasan mereka

yang mendorong melakukan pengumpulan itu tidak lain hanya

semata-mata  karena mas}lah}ah, yaitu  menjaga al-Quran dari

kepunahan karena pada saat itu banyak para h}a>fiz} yang meninggal

dunia.

3) Khulafa>’u al-Ra>shidi>n pada masa menetapkan keharusan

menanggung ganti rugi kepada para tukang. Padahal menurut

hukum asal, bahwasannya kekuasaan mereka didasarkan atas

kepercayaan. Akan tetapi  ternyata  seandainya mereka tidak

dibebani   tanggung   jawab   mengganti   rugi,   mereka   akan

berbuat  ceroboh dan tidak  bisa menjaga harta  benda orang lain

yang dibawah tanggung jawabnya.

4)   Khalifah Umar memerintahkan  kepada pegawai negeri agar

memisahkan harta  kekayaan pribadi dengan harta  kekayaan yang

diperoleh dari kekuasaanya. Karena dengan cara ini menurut Umar

dapat menunaikan tugasnya dengan baik, tercegah  dari  hal-hal

yang tidak  diinginkan.  Jadi kemaslahatan   umumlah  yang
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menjadikan  Khalifah  Umar mengeluarkan kebijaksanaan

tersebut.

b. Alasan yang lain yakni adanya mas}lah}ah dengan maqa>s}id al- shari>’ah

(tujuan  tujuan  syariah)  artinya  dengan  dengan mengambil mas}lah}ah

berarti merealisasikan maqa>s}id  al-shari>’ah Maka    dari    itu    jika

mengesampingkan maslahat   berarti mengesampingkan pula maqa>s}id

al-Sha>ri>’ah. Jika mengesampingkan tersebut  adalah batal.  Oleh

karena itu  wajib menggunakan dalil mas}lah}ah atas dasar ia adalah

sumber hukum pokok (as}l) yang berdiri sendiri. Sumber hukum ini

tidak keluar dari  us}u>l  (sumber-sumber pokok), bahkan  terjadi

sinkronisasi antara mas}lah}at dan maqa>s}id al-Sha>ri>’ah.

c. Orang-orang mukallaf akan mengalami kesempitan dan kesulitan,

seandainya maslahat tidak diambil pada setiap kasus yang jelas

mengadung maslahat selama berada dalam konteks maqa>s}id al -

shari>’ah.30

3. Syarat dan kedudukan Maslahah Mursalah

Para ulama dalam penggalian hukum sangat berhati-hati  salah

satunya ketika menggunakan metode maslahah mursalah, dalam hal ini

para ulama memberikan syarat sangat ketat, karena dikhawatirkan

menjadi pintu bagi pembentukan hukum syariat menurut hawa nafsu dan

keinginan perorangan saja. maka dari itu diberikan syarat sebagai berikut:

30 Abu Zahra Muhammad, Ushul Fiqh, (Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 2010), 430
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a. Bahwa kemaslahatan tersebut bersifat sebenarnya, bukan

didasarkan  pada  praduga  semata.  Tegasnya,  maslahat  itu  dapat

diterima  secara logika keberadaannya. Sebab, tujuan pensyariatan

suatu hukum dalam Islam bertujuan untuk mendatangkan manfaat atau

menghilangkan kemudharatan. Hal ini tentunya tidak akan terwujud

apabila penetapan hukum didasarkan pada kemaslahatan yang

didasarkan pada praduga (wahmiah).

b. Kemaslahatan  itu  sejalan  dengan maqasid al-shari’ah dan

tidak bertentangan dengan nas} atau dalil-dalil qat’i artinya,

kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan kemaslahatan yang

ditetapkan shari’.

c. Mas}lah}ah mursalah diamalkan  dalam kondisi  yang

memerlukan, yang seandainya  masalahnya  tidak  diselesaikan  dengan

cara  ini, maka umat mengalami kesulitan dalam hidup, dalam arti

untuk menghindarkan dari kesulitan hidup. Seperti kaidah ushul fiqih :

مَاِم عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنـُوْطٌ باِلْمَصْلَحَةِ  تَصَرُّفُ الأِْ

“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan

kemaslahatan.”

d. Kemaslahatan   itu   berlaku   umum   bagi   orang   banyak,

bukan kemaslahatan bagi individu atau kelompok tertentu  hal ini



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

38

selaras dengan nash  bahwa Islam adalah Agama  rahmat  bagi semesta

alam.31

Dalam padangan al-Imam al- Ghazali ketika menggunakan metode

penggalian  hukum mas}lah}ah  mursalah sebagai  salah  satu metode penetapan

hukum, beliau tidak begitu mudah dalam menggunakanya namun beliau

memberikan syarat-syarat yang begitu ketat, syarat-syarat tersebut antara lain

yaitu :

1) Mas}lah}ah itu harus lima kebutuhan pokok, apabila hanya kebutuhan

kedua atau hanya kebutuhan pelengkap saja maka metode ini tidak

dapat digunakkan.

2) Mas}lah}ah itu  harus  bersifat  semesta,  yakni  kemaslahatan  kaum

muslimin secara utuh, bukan hanya sebagian orang atau hanya

relevan dalam suatu keadaan tertentu.

3) Mas}lah}ah tersebut harus bersifat pasti atau mendekati itu.32

Melihat begitu ketat syarat diatas dalam menggunakan maslah}\ah

mursalah, maka  dari  itu  para  ulama  sangat  berhati-hati dalam berhujjah

dalam menggunakan metode ini.

31 Abdu al-Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh,  (Jakarta : PT Rineke Citra, 1990 ), 101.
32 Ibid...97
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BAB III

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA BONDOWOSO DAN DESKRIPSI
PUTUSAN NOMOR : 1456/Pdt.G/2014/PA Bdw

A. Profil Pengadilan Agama Bondowoso

1. Sejarah Pengadilan Agama Bondowoso

Pengadilan Agama Bondowoso dibentuk dan berdiri secara kelembagaan

bersamaan dengan berdirinya Pengadilan Agama lain berdasar Keputusan

Kerajaan Belanda tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24, Staatsblad 1882 – 152.

Kedudukan Pengadilan Agama semakin kuat setelah amandemen Undang

Undang Dasar Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam pasal 24 ayat (2)

yang berbunyi :

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan

peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan

tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi”

Kewenangan Pengadilan Agama secara berangsung angsur bertambah

dengan berkembangnya kehidupan bermasyarakat yang dituangkan dalam

peraturan perundang undangan yang berlaku antara lain:

 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957;

 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989;

 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006;

 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;1

1 Dokument, Pengadilan Agama Bondowoso.
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2. Kepemimpinan Pengadilan Agama Bondowoso

Masa Kepemimpinan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso:

1 K.H. AHMAD MUHAMMAD :Periode Tahun 1952-1958

2 K.H. MURSID :Periode Tahun 1958-1959

3 K.H. RAHMATULLAH :Periode Tahun 1959-1974

4 HR. DANIAL ADIMENGGALA :Periode Tahun 1974-1975

5 Drs. MUHSINUN :Periode Tahun 1975-1979

6 Drs. A. KAMIL :Periode Tahun 1979-1984

7 Drs. SIATO, SH. :Periode Tahun 1984-1995

8 Drs. MOH. MUNAWAR :Periode Tahun 1996- 2002

9 Drs. SUDIRMAN S, SH. :Periode Tahun 2002-2004

10 Drs. H.MOH. CHAMID, SH. :Periode Tahun 2004-2006

11 H. SUPANGKAT, SH.,  M.Hum :Periode Tahun 2006 – 2010

12 Drs. M. SHALEH, M.Mum. :Periode Tahun 2010 – 2012

13 Drs. H. AHMAD HUSNI TAMRIN, M.H. :Periode Tahun 2012 – 2016

14 Drs. H. THABRANI, S.H., M.H. :Periode Tahun 2016 –Sekarang.2

3. Wilayah Hukum Pengadilan Bondowoso

Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bondowoso

Wilayah Hukum :

a. Desa               : 219

b. Kecamatan      : 23

2 Dokument, Pengadilan Agama Bondowoso.
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4. Letak Dan Posisi Pengadilan bondowoso

Kabupaten Bondowoso adalah salah satu kabupaten dalam lingkup Propinsi

Jawa Timur yang terletak di sebelah timur Pulau Jawa. Dikenal dengan sebutan

daerah tapal kuda. Ibu kotanya adalah Bondowoso. Kabupaten Bondowoso

memiliki luas wilayah 1.560,10 km2 yang secara geografis berada pada koordinat

antara 113°48′10″ – 113°48′26″ BT dan 7°50′10″ – 7°56′41″ LS. Kabupaten

Bondowoso memiliki suhu udara yang cukup sejuk berkisar 15,40 0C – 25,10 0C,

karena berada di antara pegunungan Kendeng Utara dengan puncaknya Gunung

Raung, Gunung Ijen dan sebagainya di sebelah timur serta kaki pengunungan

Hyang dengan puncak Gunung Argopuro, Gunung Krincing dan Gunung Kilap di

sebelah barat. Sedangkan di sebelah utara terdapat Gunung Alas Sereh, Gunung

Biser dan Gunung Bendusa.

– Sebelah Utara Wilayah Hukum PA Situbondo

– Sebelah Timur Wilayah Hukum PA Situbondo dan PA Banyuwangi

– Sebelah Selatan Wilayah Hukum PA Jember

– Sebelah Barat Wilayah Hukum PA Situbondo dan PA Kraksaan

Jumlah Penduduk sampai  sebanyak 740.291 jiwa terdiri dari :

Laki-laki : 361.941 jiwa  dan perempuan 378.350 jiwa.3

5. Status Gedung Kantor

Pada awal berdirinya Gedung Kantor Pengadilan Agama Bondowoso menempati

gedung di Sebelah Masjid Jami’ AT-TAQWA Bondowoso dan pada tahun 1977

mendapatkan tanah dengan luas seluruhnya 790 M2  yang terletak di jalan

3 Dokument, Pengadilan Agama Bondowoso.
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Santawi Nomor 94 A Bondowoso dengan status Sertifikat Hak pakai a.n.

Departemen Agama Cq. Pengadilan Agama Bondowoso dan mendapatkan proyek

pembangunan gedung kantor pada tahun anggaran 1977/1978, pada tahun 2009

berubah  atas nama : MAHKAMAH AGUNG RI.

Pada tahun 2004 mendapatkan Anggaran APBN untuk biaya rehab gedung

bagian depan dengan luas 404 M2  dua lantai.4

6. Visi dan Misi

Visi dan Misi Pengadilan Agama Bondowoso adalah mengacu kepada visi Badan

Peradilan Agama yaitu:

1. Visi

“Terwujudnya Kesatuan Hukum dan aparatur Pengadilan

Agama yang Profesional dan Akuntabel menuju Badan

Peradilan Indonesia Yang Agung”.

2. Misi

1. Menjaga kemandirian Aparatus Pengadilan Aganta;

2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel

dan transpran;

3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;

4. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum

bagi masyarakat.5

4 http://pa-bondowoso.go.id/sejarah/
5 Dokument, Pengadilan Agama Bondowoso.
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7. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bondowoso
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8. Prosedur Poligami

B. Deskripsi Putusan Hakim PA Bondowoso No. 1456/Pdt.G/PA.Bdw Tentang

Penolakan Isbat Nikah Poligami

Di dalam putusan perkara di Pengadilan Agama Bondowoso mengenai isbat nikah

poligami jarang sekali yang dikabulkan oleh hakim karena dikalangan masyarakat

tidak banyak yang berusaha melakukan penyelundupan hukum.6

a. Kronologi Kasus:

pada tanggal 12 Januari 1990 Pemohon I dan istri pertama telah

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso. Bahwa setelah

6 Drs. Aminuddin, wawancara, 27 november  2017
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menikah Pemohon I dan istri yang pertama telah hidup sebagaimana layaknya suami

isteri dan dikaruniai 3 orang anak

pada hari Jum’at tanggal 16 Juli 2010 istri yang pertama meninggal dunia

dikarenakan sakit di rumah kediaman bersama Pemohon I dan istri yang pertama

yaitu di Kelurahan Dabasah Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, dan

surat keterangan mati dari kelurahan sudah dikeluarkan.

pada tanggal 02 April 1991 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara

syari’at Islam  di rumah orang tua Pemohon II di Sumber Dumpyong Kecamatan

Pakem Kabupaten Bondowoso dengan wali nikah Pemohon II dengan mas kawin

berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab

qobul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II adalah langsung tanpa

berselang waktu, serta dihadiri beberapa orang yang bertindak sebagai saksi.

pada saat pernikahan tersebut Pemohon I masih beristri dengan istri yang

pertama, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada pertalian nasab.

Semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan serta tidak ada

orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana

layaknya suami istri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai dan dikaruniai 4

(empat) anak.

walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II  tersebut telah dilaksanakan

sedemikian rupa secara syari’at Islam namun tidak tercatat dalam buku register

nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso, sehingga pemohon I dan

Pemohon II tidak memiliki akta nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II

mengajukan permohonan itsbat nikah melalui Pengadilan Agama Bondowoso agar

perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan dan memperoleh
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pengakuan hukum serta dapat dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta

kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.7

Maka oleh sebab itu pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama  Bondowoso menjatuhkan penetapan dengan amar Menyatakan

sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada

tanggal 02 April 1991, di rumah orang tua Pemohon Desa Sumberdumpyong

Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso.

pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan Para

Termohon menghadap di persidangan, kemudian  Majelis Hakim telah berusaha

mendamaikan ke dua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil

Selanjutnya Ketua Majelis  telah menjelaskan kepada para pihak bahwa berdasarkan

PERMA RI. Nomor 1 Tahun 2008 sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan

mediasi dan memilih mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Bondowoso;

Bahwa, para pihak telah menyerahkan kepada Majelis Hakim tentang penunjukan

mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Bondowoso, dan selanjutnya Majelis

Hakim  menunjuk saudara (Mediator) sebagai mediatornya

Bahwa, para pihak telah melakukan mediasi melalui mediator tersebut, akan tetapi

tidak berhasil,Para Pemohon tetap pada permohonannya. atas permohonan Para

Pemohon tersebut, Para Termohon (I, II, III) mengajukan jawaban secara tertulis

tertanggal 26 Pebruari   2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Para Termohon:

Surat kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa yang mana menggunakan cap

jempol, oleh karenanya Para Termohon mohon kepada Majelis Hakim untuk

memeriksa keabsahan hukumnya.

7 Kutipan Putusan Pengadilan Agama Bondowoso.



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

47

Sekaligus Para Termohon menyampaikan jawaban atas permohonan itsbat

nikah yang diajukan oleh kuasa Pemohon sebagai adalah tidak dapat dibenarkan.

Berdasarkan pernyataannya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat

Islam pada tanggal 02 April 1991, hal tersebut berarti tidak berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, yakni karena tanpa adanya persetujuan dari istri

pertama sebagai istri dari Pemohon I. Termohon tetap pada pendiriannya bahwa

pemohon pada saat itu meminta ijin menikah lagi dengan wanita lain namun istri

pertama sebagai istrinya pada saat itu (saat masih hidup) tidak pernah mengijinkan

dan atau keberatan apabila Pemohon I menikah lagi dengan wanita manapun.

Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan telah menikah, telah hidup layaknya

suami istri bahkan mengaku mempunyai 4 (empat) orang anak, hal tersebut sangat

tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemohon I dan

Pemohon II menyatakan dan mengakui bahwa pernikahan mereka tidak tercatat  di

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondowoso, sehingga tidak memiliki akta nikah.

Hal tersebut sudah sangat jelas bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak menjadikan

peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum atas perilakunya.8

juga dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II  mengajukan permohonan itsbat

nikah agar memperoleh pengakuan hukum dan sebagai alas hukum untuk mengurus

akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II adalah sangat tidak dapat

dibenarkan, karena Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah menikah secara

syariat Islam, padahal istri dari Pemohon I  yakni istri pertama pada saat masih

hidupnya tidak pernah mengijinkan Pemohon I untuk menikah lagi dengan wanita

manapun. Termohon tetap pada pendirianya yaitu : Menolak permohonan Pemohon I

dan Pemohon II, Menyatakan tidak sah perkawinan antara Pemohon I dengan

8 Putusan no 1456/Pdt.G/2014/PA Bdw.



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

48

Pemohon II yang dilaksankan pada tanggal 02 April 1991 di Desa Sumber

Dumpyong Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso,Membebankan biaya perkara

sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa, atas jawaban Para Termohon tersebut di atas, Para Pemohon mengajukan

replik secara tertulis tertanggal 23 April 2015.

b. Pertimbangan Hukum

Dalam Putusan No 1456/Pdt.G/PA Bdw, Majelis Hakim berpendapat, bahwa

meskipun surat kuasa dari pemberi kuasa dalam hal ini Pemohon I kepada penerima

kuasa dengan cap jempol dan tidak dilakukan dihadapan Notaris, maka surat kuasa

tersebut masih dapat diterima oleh Majelis Hakim karena pemberi kuasa dalam hal

ini Pemohon I telah ikut hadir dalam persidangan bersama penerima kuasa, dan

dalam hal ini Majelis Hakim juga sependapat dengan yurisprudensi Mahkama Agung

Republik Indonesia Nomor: 245 K/AG/1997 tanggal 30 Desember 1998 yang

mengandung abstraksi hukum : Surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat yang

ditentukan Undang-Undang karena cap jempol yang dibubuhkan pada surat kuasa

khusus oleh pemberi kuasa yang buta huruf tidak dilakukan dihadapat Notaris, maka

surat kuasa tersebut masih dapat diterima oleh Hakim, karena pemberi kuasa

tersebut telah ikut hadir dalam persidangan bersama penerima kuasa.9

C. Putusan dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Bondowoso

Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Majelis

Hakim telah memerintahkan Para Pemohon dan Para Termohon untuk menempuh

proses mediasi. sebagai mediatornya, dan ternyata juga tidak berhasil mendamaikan

kedua belah pihak yang berperkara;

9 Kutipan Putusan Pengadilan Agama Bondowoso.
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bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa  Para Pemohon

telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 2 April 1991 dan

pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat dalam buku register Kantor Urusan

Agama setempat, oleh karena itu Para Pemohon memiliki legal standing untuk

mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal  49 ayat (1)

huruf a jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2)  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor  50 Tahun 2009

jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon terdiri dari : Kuasa Hukum (1)

telah memenuhi syarat beracara di depan Pengadilan, oleh karena itu memeiliki legal

standing untuk mewakili Para Pemohon, sedangkan Kuasa Hukum (2) adalah

advokat magang yang belum disumpah dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi, oleh

karena itu berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

089/KMA/VI/2010, tanggal 25 Juni 2010 dan Nomor : 052/KMA/HK.01/III/2011,

tanggal 23 Maret 2011 serta Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Nomor : W13-A/1760/HK.05/SE/V/2013, tanggal 6 Mei 2013, tidak memiliki legal

standing untuk beracara/mewakili Para Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama

Bondowoso;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya   mendalilkan

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas dalil Para Pemohon tersebut, Para Termohon

menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 26 Februari 2015 yang pada

pokoknya membenarkan/mengakui sebagian serta menolak selebihnya;
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Menimbang, bahwa dalil Para Pemohon yang dibenarkan/diakui Para Termohon

adalah posita angka 1, 2 dan 3;

bahwa sepanjang yang telah dibenarkan/diakui Para Termohon tersebut di

atas telah terbukti dan telah menjadi fakta tetap sebab pengakuan mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pada posita 1, 2 dan 3 tersebut,  Para Pemohon

mengajukan bukti tertulis berupa P.5 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya,

sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka bukti-bukti

tersebut dapat diterima sebagai bukti tertulis dan relevan dengan pengakuan Para

Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai  dalil  lainnya sebagaimana tersebut dalam

posita angka 4 sampai dengan 7 permohonan Para Pemohon, karena dibantah Para

Termohon maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

karena Para Termohon membantah dalil Para Pemohon tersebut, maka beban

pembuktian awal dibebankan kepada Para Pemohon sesuai dengan Pasal 163 HIR;

Pemohon telah mengajukan bukti berupa 3 orang saksi bernama:

Menimbang, bahwa saksi Para Pemohon , (saksi 1,2) dan (saksi 3) sudah dewasa dan

sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal

145 ayat 1 angka 3e  dan Pasal 147 HIR;

Didalam keterangan ketiga saksi Para Pemohon tersebut adalah fakta yang

dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan bersesuaian antara satu dengan

yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh

karena itu keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga
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keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai

alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan 3 saksi

Para Pemohon ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

 Bahwa benar pada tanggal 2 April 1991 Pemohon I dan Pemohon II telah

melangsungkan pernikahan secara syari’at Islam  dengan wali nikah bernama

(ayah Pemohon II), yang menikahkan , disaksikan oleh (saksi 1) dan (saksi 2),

dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupuah)

dibayar tunai, bertempat di rumah orang tua Pemohon II Desa

Sumberdumpyong Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso;

 Bahwa benar pada saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II,

Pemohon I  masih terikat pernikahan dengan (istri yang pertama), sedangkan

Pemohon II berstatus perawan;

 Bahwa benar dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5

anak Bahwa benar pada saat pernikakahan Pemohon I dengan Pemohon II

tidak dihadiri pejabat pencatat nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa dari jawaban Para Termohon tersebut, Para Termohon pada

pokoknya tidak membenarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebab ibu Para

Termohon yang bernama (istri pertama) sebagai istri Pemohon I,  pada saat itu / saat

masih hidup tidak pernah mengijinkan dan atau keberatan apabila Pemohon I

menikah lagi dengan wanita manapun dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II

juga tidak berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Termohon untuk menguatkan bantahannya tersebut di atas

telah mengajukan bukti berupa 3 orang saksi bernama: (saksi 1,2,3)
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Menimbang, bahwa saksi Para Termohon yang bernama (saksi 1,2,3) sudah dewasa

dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Pasal 145 ayat 1 angka 3e  dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi Para Termohon tersebut adalah fakta

yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan bersesuaian antara satu

dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para

Termohon, oleh karena itu keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai

alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Para Termohon dan keterangan 3 saksi

Para Termohon ditemukan fakta kejadian  : bahwa benar ibu para Termohon ketika

masih hidup tidak menyetujui/keberatan jika Pemohon I menikah lagi dengan wanita

lain termasuk Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas

diketemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

 Bahwa banar, pada tanggal 12 Januari 1990 Pemohon I telah melangsungkan

pernikahan dengan istri yang pertama.

 Bahwa banar, dari pernikahan Pemohon I dan istri pertama telah dikaruniai 3

anak

 Bahwa benar, pada hari Jum’at tanggal 16 Juli 2010 istri yang pertama

meninggal dunia dikarenakan sakit.

 Bahwa benar pada tanggal 2 April 1991 Pemohon I dan Pemohon II telah

melangsungkan pernikahan secara syari’at Islam  dengan wali nikah bernama

(ayah Pemohon II), disaksikan oleh (saksi I) dan (saksi II), dengan mas kawin
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berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupuah) dibayar tunai,

bertempat di rumah orang tua Pemohon Desa Sumberdumpyong Kecamatan

Pakem Kabupaten Bondowoso;

 Bahwa benar pada saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II

dilangsungkan, Pemohon I  masih terikat pernikahan dengan istri yang

pertama, sedangkan Pemohon II berstatus perawan.

 Bahwa benar dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 anak

Bahwa benar pada saat pernikakahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak

dihadiri pejabat pencatat nikah Kantor Urusan Agama setempat;

 Bahwa benar ibu para Termohon/semasa masih hidup tidak

menyetujui/keberatan jika Pemohon I menikah lagi dengan wanita lain termasuk

Pemohon II;berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pada saat  pernikahan

Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, Pemohon I masih terikat

pernikahan dengan istri pertama, oleh karena itu pernikahan Pemohon I dengan

Pemohon II melanggar Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang

menentukan : “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain

tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan

Pasal 4 Undang-undang ini;

Pasal 3 ayat (2)  menentukan : “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang
suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang
bersangkutan”;
Pasal 4 ayat (1) menentukan : “Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari
seorang sebagaimana tersebut Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka ia wajib
mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”;
Pasal 5 ayat (1) menentukan: “Untuk dapat mengajukan permohonan kepada
Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini
harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Adanya persetujuan dari isteri / isteri-isteri;
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup

isteri-isteri dan anak-anak mereka ;
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c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan
anak-anak mereka.

berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon I pada saat

menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih terikat pernikahan dengan istri

pertama, dengan demikian pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah

pernikahan poligami tanpa memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditentukan

dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

bahwa salah satu diantara tujuan ditetapkan Undang-undang adalah semata-

mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang

lain dan untuk memenuhi rasa keadilan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai

agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis

Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan

poligami dan tidak memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan,  maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat

disyahkan, oleh karena itu permohonan Para Pemohon ditolak.

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Para Pemohon yang tidak dipertimbangkan

oleh Majelis, dinyatakan tidak ada relevansinya dengan perkara ini, oleh karena itu

dikesampingkan;

bahwa karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7  Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor  3 Tahun 2006

dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor  50 Tahun 2009,  maka biaya

perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon10.

10 Putusan Pengadilan Agama Bondowoso no 1456/Pdt.G/2014/PA Bdw.



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

55

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM ATAS PENOLAKAN ITSBAT NIKAH POLIGAMI

A. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Bondowoso atas Penolakan Itsbat
Nikah Poligami Karena Istri Pertama Yang Sudah Meninggal Tidak Menyetujui

Dalam permohonanya, para pemohon mendalilkan bahwa para pemohon telah

melangsungkan pernikahan secara syariat islam pada tanggal 2 april 1991 dan

pernikahan tersebut tidak tercatat dalam buku register kantor urusan agama

setempat, oleh karena itu para pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan

permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal  49 ayat (1) huruf a jo.

Penjelasan Pasal 49 ayat (2)  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor  50 Tahun 2009 jo. Pasal

7 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Para Termohon dan keterangan 3

saksi Para Termohon ditemukan fakta kejadian  : bahwa benar ibu para Termohon

ketika masih hidup tidak menyetujui/keberatan jika Pemohon I menikah lagi dengan

wanita lain termasuk Pemohon II;

Ibu para Termohon / semasa masih hidup tidak menyetujui/keberatan jika

Pemohon I menikah lagi dengan wanita lain termasuk Pemohon II;berdasarkan fakta-

fakta tersebut di atas pada saat  pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II

dilangsungkan, Pemohon I masih terikat pernikahan dengan istri, oleh karena itu

pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II melanggar Pasal 9 Undang-undang Nomor

1 Tahun 1974 yang menentukan : “Seorang yang masih terikat tali perkawinan
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dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal

3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini;

Pasal 3 ayat (2)  menentukan : “Pengadilan dapat memberi izin kepada

seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak

yang bersangkutan”.

Pasal 4 ayat (1) menentukan : “Dalam hal seorang suami akan beristri lebih

dari seorang sebagaimana tersebut Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka ia wajib

mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.

Pasal 5 ayat (1) menentukan: “Untuk dapat mengajukan permohonan kepada

Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus

dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Adanya persetujuan dari isteri / isteri-isteri;

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-

keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka ;

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri

dan anak-anak mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti

bahwa Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih

terikat pernikahan dengan istri pertama, dengan demikian pernikahan

Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan poligami tanpa memenuhi

syarat dan prosedur yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon

II adalah pernikahan poligami dan tidak memenuhi ketentuan Undang-
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undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,  maka pernikahan

Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat disyahkan, oleh karena itu

permohonan Para Pemohon ditolak;

Menurut penulis hakim berpatokan pada Pasal 9 Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan : “Seorang yang masih terikat tali

perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang

tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 3 ayat (2)  menentukan : “Pengadilan dapat memberi izin kepada

seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh

pihak-pihak yang bersangkutan”.

Pasal 4 ayat (1) menentukan : “Dalam hal seorang suami akan beristri lebih

dari seorang sebagaimana tersebut Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka

ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat

tinggalnya”.

Pasal 5 ayat (1) menentukan: “Untuk dapat mengajukan permohonan

kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-

undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Adanya persetujuan dari isteri / isteri-isteri;

b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-

keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka ;

c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri

dan anak-anak mereka.

Pasal itulah dijadikan patokan oleh hakim untuk menolak permohonan isbat

nikah poligami ini.
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B. Analisis Hukum Islam atas Penolakan Itsbat Nikah Poligami karena Istri Pertama
Yang Sudah Meninggal Tidak Menyetujui

Suatu perbuatan kawin atau nikah, baru dapat dikatakan sebagai perbuatan

hukum  (menurut  hukum)  apabila  dilakukan  menurut  ketentuan yang berlaku

secara positif. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan

yang  dibenarkan oleh hukum  adalah seperti  yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun

1974 dan PP Nomor 9 Tahun 1975. Perkawinan dengan tata  cara demikianlah yang

mempunyai akibat hukum, yaitu akibat yang mempunyai hak mendapat pengakuan

dan perlindungan hukum.

Dalam perkara isbat nikah poligami ini majelis hakim mempunyai berbagai

pertimbangan sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa Para Pemohon I dan Pemohon II menunjukan

permohonan agar perkawinan poligami yang dilakukan secara siri dan

telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 2 April

1991di kecamatan Pakem kabupaten Bondowoso dinyatakan sah menurut

hukum;

2. dengan wali nikah Pemohon II yang bernama (wali) dengan mas kawin

berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai,

dan ijab qobul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II adalah

langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri beberapa orang yang

bertindak sebagai saksi antara lain bernama (saksi I) dan (saksi II).

3. Bahwa benar pada saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II,

Pemohon I  masih terikat pernikahan dengan istri yang pertama,

sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
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4. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah

dilaksanakan sedemikian rupa secara syari’at Islam namun tidak tercatat

dalam buku register nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan pakem

kabupaten Bondowoso, sehingga pemohon I dan Pemohon II tidak

memiliki akta nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II

mengajukan permohonan itsbat nikah melalui Pengadilan Agama

Bondowoso agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat diisbatkan

dan memperoleh pengakuan hukum serta dapat dijadikan sebagai alas

hukum untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon I

5. Menimbang, bahwa dari jawaban Para Termohon tersebut, Para

Termohon pada pokoknya tidak membenarkan pernikahan Pemohon I dan

Pemohon II sebab ibu Para Termohon sebagai istri Pemohon I,  pada saat

itu / saat masih hidup tidak pernah mengijinkan dan atau keberatan

apabila Pemohon I menikah lagi dengan wanita manapun dan pernikahan

Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak berdasarkan peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

Menurut penulis pertimbangan hukum oleh hakim dalam

menetapkan putusan No 1456/Pdt.G/2014/Bdw berdasarkan pasal

Kewenangan  Pengadilan  Agama  dalam  mengadili  perkara  is|ba>t nikah

dapat  ditinjau  dalam  pasal 7 ayat  (1), (2), dan (3), serta  ayat  (4)

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara tegas menyatakan : itsbat nikah

yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal

yang bekenaan dengan:

a. Perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
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b. Hilangnya Akta Nikah;

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat

perkawianan;

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-

undang No. 1 tahun 1974 dan;

e. Perkawinan  yang dilakukan oleh mereka yang tidak

mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang

No. 1 tahun 1974.

Meskipun tidak ada paksaan bagi masyarakat  untuk  mencatatkan

perkawinan  dalam  artian,  jika  kita  tidak  mencatatkan  perkawinan

bukan berarti   kita   melakukan   kejahatan.   Namun   jelas   pula   dalam

hal   ini memberikan dampak atau konsekuensi hukum tertentu yang

khususnya merugikan perempuan dan anak-anak lalu membuka ruang

pernikahan- pernikahan dibawah tangan (siri).

Hakim juga harus mempertimbangkan anak yang dilahirkan tersebut

untuk mendapatkan kepastian hukum yang jelas, yaitu memandang

kemaslahatan masyarakat. Dengan adanya perlindungan hukum bagi

anak, maka hal ini dapat menjamin dari hak-haknya, tumbuh berkembang

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat

perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.
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Imam juga harus mempertimbangkan maslahah rakyatnya, Seperti kaidah

fiqiah:

مَاِم عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنـُوْطٌ باِلْمَصْلَحَةِ  تَصَرُّفُ الأِْ

“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”

Menurut penulis ketika hakim menolak permohonan itsbat nikah poligami

maka akan menimbulkan mudharat bagi pasangan suami istri, dan tidak

memiliki kepastian hukum serta tidak dapat dilindungi oleh hukum jika

terjadi problematika kehidupan. Dengan tidak mendapat salinan akta nikah

maka suami istri sulit untuk membuktikanya (pernikahan secara Islam). Dan

terlebih lagi kepada istri dan anak yang di lahirkanya terkait dengan hak,

nafkah, waris dan lain sebagainya yang mengikat.

Oleh karena itu penting untuk dicatatkan perkawinan dihadapan Pegawai

Pencatat Nikah (PPN), dan Pegawai harus mencacat sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku, namun jika mengandung mafsyadat yang

lebih besar, maka mencegahnya lebih diutamakan seperti kaidah fiqih :

مٌ عَلَىٰ  جَلْبِ الْمَصَالِحِ دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّ

Artinya: “menolak kemudharatan lebih didahulukan dari pada

memperoleh kemaslahatan”

Al-Ghozali menjelaskan, bahwa secara harfiyah, maslahah adalah menarik

kemanfaatan dan menghindari kerugian, maksudnya melestarikan tujuan-

tujuan syari’at. Sedangkan tujuan syara’ pada makhluk mencakup lima hal:

Memelihara Agama, jiwa, akal, keturunan (nasab) dan harta kekayaan.

Karenanya setiap hal yang memiliki muatan pelestarian terhadap lima
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prinsip dasar prinsip ini adalah maslahah. Apabila status pernikahan

seseorang tidak diakui secara formal maka akan menimbulkan pada nasab,

harta dan kehormatan. Oleh karena itu penetapan hakim pada Pengadilan

Agama Bondowoso No 1456/Pdt.G/2014/PA Bdw tersebut belum sesuai

dengan ketentuan pernikahan dengan hukum Islam, terlebih lagi istri yang

pertama sudah meninggal.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab 4 tersebut, maka penulis membuat kesimpulan sebagai

berikut:

1. Majelis hakim menolak permohonan itsbat nikah poligami, yang istrinya

sudah meninggal itu dengan pertimbangan Pemohon I masih terikat

pernikahan dengan (istri pertama), oleh karena itu pernikahan Pemohon I

dengan Pemohon II melanggar Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

2. Berdasarkan hukum Islam pertimbangan majelis hakim tersebut berbeda

karena maslahah mursalah yang timbul dari penolakan itsbat nikah itu

berdampak kepada payung hukum untuk status istri dan anaknya. sedangkan

menurut hukum positif pertimbangan majelis hakim tersebut telah merujuk

ke Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan :

“Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat

kawin lagi kecuali ada izin dari istri/ istri, pasal 5 (a) .

B. Saran

Dari uraian yang penulis paparkan diatas maka penulis memberikan saran sebagai

berikut:

1. Ketika akan menolak atau menjatuhkan putusan itsbat nikah poligami,

hendaknya hakim melihat mudharat yg akan timbul dikemudian hari.



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

64

2. Seharusnya masyarakat jangan melakukan pernikahan dibawah tangan karena

mudharatnya sangat besar bagi para pelakunya. Serta tidak punya kekuatan

hukum atau payung hukum untuk melindunginya.
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